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Nama : Denny Lumbantobing 

NPM : 101803037 

=>engan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul : 

·Perlindungan Hukum Pidana Terliadap Konsumen Bidang Pangan (Studi di Kota 

&matang Siantar)" adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri 

~pa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis 

Cl tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister 

;aag saya peroleh. 

:k:nikian pemyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih. 
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ABSTRAK 

Sudah sering terjadi konsumen menjadi korban kepentingan pelaku usaha 
akibat berbagai produk pangan bermasalah yang diproduksi dan ditransaksikan 
secara tidak bertanggungjawab dengan pola yang massif, oleh mereka yang 
disebut sebagai pedagang/ produsen/ pengusaha dari level terendah (pedagang 
kecil) sarnpai ke level menengah keatas, pengusaha besar atau korporasi. 
Fenomena tersebut, dalam konteks kehidupan bemegara dan berbangsa 
merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah untuk 
mengatasinya. 

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah : 1). Bagaimana 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana konsumen di bidang pangan di kota 
Pematang Siantar? 2). Bagaimana tanggung jawab Penjual/Produsen (pelaku 
usaha) terhadap konsumen bidang pangan? 3). Hambatan apa yang ditemukan dan 
solusi dalam penegakan hukum bi dang pangan ? . 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum 
perpustakaan, juga mengarnbil data berupa Putusan Pengadilan Negeri Pematang 
Siantar tentang kasus Pangan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta 
wawancara dengan .para penegak hukum bidang pangan, .. terutama dari· BB POM 
sebagai unsure penegak hukum terdepan dalarn perlindungan konsumen. · 

Aspek hukum Pidana perlindungan konsumen bidang pangan, ditujukan 
untuk melindungi hak dan kepentingan korisumen yang dalam kenyataannya, 
akibat berbagai perilaku negatif pelaku usaha perorangan (natuurlijk persoon) 
maupun badan hukum (korporasi). Dari data yang diperoleh dalam penegakan 
hukum konsumen di Pematang Siantar yang sangat minim yaitu hanya ada 2 ( dua 
) putusan dibidang pangan terhadap makanan daluwarsa dan telah berkekuatan 
hukum tetap. 

Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita 
konsumen akibat produk pangan bermasalah yang diproduksi, dipasarkan, 
ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi UUPK dan 
peraturan perundang-undangan terkait lainnya, direalisasikan berdasarkan prinsip 
tanggung jawab produk (product liability) melalui sistem pembuktian terbalik 
oleh pelaku usaha/produsen sebagai subjek hukum pidana. Dalarn penegakan 
hukum konsumen di kota Pematang Siantar sebagaimana dalam kedua kasus 
tersebut terhadap perdagangan pangan daluwarsa yang diajukan kepersidangan 
untuk diminta pertanggung jawabannya adalah pihak penjual pangan tersebut 
yang hanya dijatuhi pidana karena kerugian konsumen belum ditemukan. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen terutama bidang pangan masih 
terkendala oleh berbagai hambatan yang bersifat subtansif, struktural dan kultural 
hukum . Bahwa dari pengamatan rnengenai minimnya penegakan hukum 
mengenai pangan di Kota Pematang Siantar, karena adanya keengganan 
konsumen melaporkan pangan yang bermasalah dan keterbatasan BB POM 
Yiedan melakukan pemeriksaan/ pengawasan terhadap pangan yang diperjual 
belikan atau diedarkan disetiap Kabupaten/kota di Sumatera Utara. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. La tar BeJakang 

Salah satu ciri hukum pidana yaitu, memiliki sanksi tegas berupa pidana 

yang menyerang kepentingan hukum manusia yang fundamental dan amat di 

takuti, sehingga dihindari oleh siapapun 1 Sanksi yang tegas, diberikan terhadap 

siapa saja yang mengabaikan dan melanggar perintah atau larangan hukum 

pidana. Oleh sebab itu, dalam maknanya yang sempit, hukum pidana disebut juga 

hukum sanksi, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana 

mendatangkan penderitaan, nestapa, atau segala yang bersifat tidak 

menyenangkan secara badani, sebagai konsekwensi dari perbuatan merugikan 

karena memperkosa kemerdekaan hidup orang lain.2 

Hukum pidana dengan ciri sanksinya yang tegas tersebut, dalam 

praktiknya dapat dikatakan semacam senjata pamungkas dalam proses atau sistem 

pemidanaan untuk melaksanakan fungsi perlindungan sosial (social defence) 

terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Fungsi perlindungan 

dimaksud adalah: 

I. Pemeliharaan tertib masyarakat. 

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian dan bahaya-

bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain. 

3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum. 

1 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Djambatan. 2003), halaman 29. 
= Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGratindo Persada. 2008), halaman 
B. 
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4. Pcmeliharaan/mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar 

tentang kcadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.3 

Peranan hukum pidana <la.lam bentuk dan cirinya seperti demikian, 

merupakan salah satu konsideran yang melatarbelakangi para pengambil 

kebijakan hukum (legislator) untuk menjadikan norma hukum pidana sebagai 

instrumen hukum dalam mencapai efektifitas penanggulangan berbagai kasus 

kriminal . Di dalam praktiknya, norma hukum pidana tersebut dipakai dan 

diformulasikan ke dalam berbagai rumusan undang-undang bermuatan pidana, 

baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus.4 

Pemberlakuan hukum pidana dalam bentuk umum (ius commune), 

bermakna, bahwa hukum pidana digunakan sebagai dasar menghukum setiap 

orang, apabila melakukan pelanggaran dan kejahatan. Menurut tata aturan hukum, 

ruj ukan dalam melaksanakan proses pidana dimaksud adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP). Adapun dalam konteks 

j'ang khusus, hukum pidana diberlakukan untuk mengatur suatu golongan orang 

ertentu atau suatu perilaku tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, 

·onsumen dan tindak pidana lainnya, yang kekhususannya juga dapat dilihat di 

~am mekanisme penyelesaian perkaranya. 5 

Penggunaan aspek hukum pidana dalam upaya melindungi masyarakat 

bagai konsumen khususnya bidang pangan, menurut dua modus pemberlakuan 

-~-um penal tersebut, secara parsial dapat ditemukan paling tidak pada tiga 

-'::Slmtl Adi Nugroho, Loe.Cit. 
~ EY Kanter dan S.R. Siantud, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

• :i loria Grafika. 2002), halaman 22. 
s ,:._.. Cbazawi, op cit., halaman 12. 
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